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Motto:

“Bila anda takut untuk berbuat, maka lakukanlah perbuatan itu.

Menunda-nunda akan memperkuat rasa takut”.

( David J. Schwartz )

Dr. David J. Schwartz. Berfikir dan Menjadi Sukses. Binarupa Aksara. Jakarta:

1995, Hal: 83.
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kesempatan lama untuk membimbingku, semua akan menjadi

kenangan yang indah.
2. Bunda Tatik Suprapti dan Mbah Putri yang sangat menyayangiku,
terima kasih atas cinta Kasihnya, do’a, pengorbanan dan dorongan

semangatnya yang tiada henti selama ini.

3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
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Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat serta karunianya yang telah diberikan sehingga penyusun dapat
menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: «pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya
Undang-Undang No.5 Tahun 1960, ( Studi di Desa Simo, Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponoogo ), yang membahas tentang pelaksanaan program
landreform di Kabupaten Ponorogo, di maksudkan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna merath gelar kesarjanaan strata satu (S-1) di Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih
ada kelemahan dan kekurangan, karena kemampuan penyusun yang serba
terbatas. Namun demikian berkat bantuan moril dan materil dan berbagai pihak,
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perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-
dalamnva kepada:

1. Bapak Soewondho, S.H.M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jember.

2. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., selaku dosen wali dan dosen
Pembimbing | vang telah memberikan arahan dan bimbingan selama
penyusun menjalani masa kuliah serta dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini.

3. Bapak 1 Ketut Suandra, S.H.. selaku dosen Pembimbing Il yang telah
memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga terselesaikannya
skripsi ini.

4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S., dan Tbu Asmara Budi Dyah Darma

Sutji, S.H, selaku Ketua dan Sekretaris Penguji.
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Bapak Sapto Warsi dan Bapak Dwi Joko Susilo, selaku Kasubsie
Pengaturan dan Penguasaan Tanah (P2T) beserta Staf Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo, yang telah banyak membantu memberikan
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Bapak Sudarmanto selaku Kepala Desa Simo beserta Perangkat yang telah
memberikan ijin  dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi
penulisan skripsi ini.

Keluarga besarku: Mas Nur, Mbak Binti, Mas Ogot, Mas Anton, Yana dan
Cici terima kasih atas do’a dan kasih sayang kalian selama ini.

Teman baikku Vita “vivif® Orientasari S.KG. vang telah memberikan
motivasi dan keceriaan hidupku, semua yang vivif berikan sangat berarti
bagiku.
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atas kebersamaannya selama ini.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

para pembaca. Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak berjasa kepada

penyusun demi terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih
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RINGKASAN

Masalah tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks, hal itu
karena di Indonesia susunan kehidupan rakyatnya bercorak agraris dan juga tanah
merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama bagi pembangunan
maupun untuk kebutuhan hidup masyarakat. Di samping itu Indonesia sedang
dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk
mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945.

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia khususnya kaum petani
yang sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia yang bermata pencaharian
tergantung pada bidang pertanian perlu diadakan pengaturan pemilikan dan
ﬁenataan kembali penggunaan dan penguasaan atas tanah.

Berdasarkan tujuan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia tersebut,
penulis bahas dalam skripsi yang berjudul: * Pemilikan Tanah Absentee Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, (Studi di Desa Simo,
Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo) vyang membahas tentang
pelaksanaan program Landreform terhadap pemilikan tanah absentee di wilayah
Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: “Setiap
orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada
asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendin secara aktif
dengan mencegah cara-cara pemerasan’’.

Sebagai riangkah pertama pelaksanaan asas tersebut, bahwa yang empunya
tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakan sendir secara aktif, maka
diadakan ketentuan-ketentuan untuk menghapus pemilikan tanah pertanian secara
absentee. Pemilikan tanah secara absentee adalah pemilikan tanah yang letaknya
diluar daerah kecamatan tempat tinggal yang empunya. Karena pemilikan tanah
secara absentee akan menimbulkan pemerasan, misalnya tentang penggarapan,

pengawasan, dan pengangkutan hasilnya.
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Larangan pemilikan tanah secara absentee diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah No.224 tahun 1961 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun
1964 Larangan tersebut tidak berlaku terhadap pemilik tanah yang bertempat
tinggal di1 kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan letak tanah itu berada. Di
samping itu pengecualian tersebut berlaku bagi pegawai negeri dan pejabat militer
serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas negara serta
menjalankan kewajiban agama, dengan batas pemilikan tanah secara absentee
seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan.

Peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah
secara absentee adalah:

a. Seseorang yang meninggalkan kecamatan letak tanah selama 2 tahun
berturut-turut.
b. Seseorang yang memiliki hak atas tanah yang diperoleh karena warisan /
hibah sedang letak tanah tidak 1 (satu) kecamatan dengan tempat tinggal si
penerimé warisan / hubah.
c. Pembelian / penjualan tanah yang menyebabkan terjadinya pemilikan

tanah secara absentee.(A.R. Halim, 1988: 174)

Pemilikan tanah secara absentee meskipun dilarang tetapi hingga kini
masih di jumpai adanya tanah absentee baru. Hal itu menunjukkan bahwa
peraturan tentang larangan pemilikan tanah secara absentee belum berlaku secara
ofektif. Efektifitas hukum merupakan hal yang terpenting dalam rangka mencapat
tujuan yang telah di tetapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan
program landreform tidak dapat berjalan secara maksimal adalah:

a. Faktor kaidah hukum.
b. Faktor dana.
¢. Faktor politik

d  Faktor kesadaran dari masyarakat.

Xiii
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I. PENDAHULU

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan struktur
perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini di tandai dengan kenyataan bahwa
sebagian besar dari penduduk Indonesia bermata pencaharian dibidang agraria
(pertanian), baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun sebagai buruh tani
yakni petani yang tidak memiliki tanah.

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap
manusia tentu perlu akan tanah, bahkan bukan hanya untuk kehidupannya, untuk
matipun manusia memerlukan sebidang tanah. Jumlah luasnva tanah yang dapat
dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat
dengan tanah senantiasa bertambah. Berdasarkan kenyataan itu bertambah lama
dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit sedangkan
permintaan selalu bertambah. Tidak heran kalau nilai tanah jadi meningkat tinggi,
tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu sehingga
menimbulkan berbagai persoalan tanah.

Menyadari akan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, seiring
dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tempat
berusaha, maka semakin dirasakan perlunya penataan dan penertiban dibidang
pertanahan agar fungsi tanah dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya dan
sebaik mungkin bagi kepentingan seluruh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan : “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung  didalamnyva  dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnva kemakmuran rakyat .

Sebagai realisasi dan ketentuan tersebut diatas, maka dalam rangka
penataan penguasaan / pemilikan tanah perlu mendapat perhatian. Upaya yang
dilakukan pemerintah yaitu dengan mengadakan program landreform.

Program landreform merupakan upaya untuk melakukan perombakan dan

penataan sistim pertanahan di Indonesia. Pelaksanaan landreform merupakan
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suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk meﬁujudkan
kemakmuran rakyat.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999, BAB IV tentang
Arah Kebijakan bagian H, telah tersirat bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam
dan daya dukungnya mendapat prioritas utama dalam pembangunan, agar
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
Untuk itu diperlukan alat penunjang sebagal penentu yaitu harus adanya landasan
hukum yang pasti. Dalam hal ini di keluarkannya peraturan Perundang-undangan
Agraria sebagai perwujudan dan perombakan dari Hukum Agraria lama menuju
Hukum Agraria baru. Perombakan yang dikehendaki tidak hanya terfokus pada
perombakan dari hukum agraria lama ke hukum agraria baru tetapi perombakan
yang di maksud adalah perombakan yang mempunyai cakrawala luas dari pada
tujuan tersebut.

" Tujuan landreform adalah - untuk mempertinggi penghasilan dan taraf
hidup. petani peﬁggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk
menyelenggarakan pembangunan ckonomi menuju masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Program landreform meliputi :

1. larangan untuk memiliki tanah pertanian yang melebihi batas ;

2. larangan pemilikan tanah secara absentee |

3 redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dan batas maksimum tanah-

| tanah yang terkena absentee, tanah bekas swapraja,dan tanah negara

lainnya ;

4. pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang
digadaikan :

5. pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian |

6. penetapan batas minimal pemilikan tanah pertanian disertai larangan
untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan - yang mengakibatkan
pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian

yang terlampau kecil. ( Effendi Peranginangin,lc)‘l‘); 52)
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Asas dan ketentuan landreform di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-
Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut
merupakan Ketentuan induk landreform di indonesia. Pasal 10 ayat 1 UUPA
menyebutkan:

Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah

pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya

sendin secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Penjelasan umum pasal 10 ayat 1 UUPA pemilik atau penguasa tanah diwajibkan
untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah pertanian yang
dimilikinya. Mengusahakan atau mengerjakan secara aktif berarti bahwa yang
mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi. Ini tidak
berarti, bahwa segala pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Mempergunakan
tenaga buruh. masih diperbolehkan, tetapi harus menghindari praktek-praktek
pemerasan.(Boedi Harsono: 1997; 276) '

Untuk mengerjakan secara aktif tanah pertanian, pemilik tanah seharusnya
berdomisili didaerah yang secara efektif dan efisien dapat secara aktif
mengerjakan tanah tersebut.

Ketentuan Pasal 3 ayat | Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
menyatakan :

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat

letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas

tanahnya kepada orang lain dikecamatan tempat letak tanah 1tu atau pindah
ke kecamatan letak tanah tersebut.
Ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan untuk melaksanakan asas. bahwa
yang empunya tanah pertanian wajib mengerjakan sendiri tanah tersebut secara
aktif. Ketentuan tersebut untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara
absentee. Absentee adalah pemilikan tanah yang letaknva diluar daerah tempat
tinggal yang empunya. (Boedi Harsono, 1997 ; 349 )

Pasal 3 ayat | Peraturan Pemerintah No0.224 Tahun 1961 tersebut

memberikan larangan secara tegas tentang penguasaan tanah secara absentee.
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Larangan pemilikan tanah secara absentee adalah untuk menghindari dan
mencegah :
|. Timbulnya pemilikan tanah secara berlebihan (melebihi batas

maksimal).

(p]

Pengusahaan tanah yang tidak ekonomis.

(7S]

Menimbulkan sistim penghisapan.
4 Penelantaran tanah. (Hasil wawancara dengan Kasubsie Pengaturan
Penguasaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
Bapak Sapto Warsi)

Pada awal mula setelah di canangkan program Landreform, pelaksanaan
program landreform berjalan dengan baik namun belum mencapai hasil yang
maksimal terutama di daerah-daerah, karena banyak faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan program landreform.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas penyusun tertarik dan berkeinginan
untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul
«pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960. (Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten

Ponorogo)”.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah pengertian, agar tidak kabur terlalu luas, dan
agar mudah mencapai sasaran, maka penyusun memandang perlu kiranya untuk
mengadakan suatu batasan pengertian dan masalah dalam skripsi ini yaitu tentang
pelaksanaan landreform terhadap pemilikan tanah secara absentee di Kabupaten

Ponorogo.

1.3. Rumusan Masalah
Untuk lebih memperjelas dalam penulisan skripsi ini maka penyusun
merumuskan masalah- masalah sebagai berikut:

1. bagaimana konsekuensi hukum terhadap pemilikan tanah secara absentee?
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2. bagaimana mekanisme pelaksanaan program landreform terhadap tanah
absentee?
3. bagaimana pelaksanaan dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan

landreform terhadap tanah absentee di Kabupaten Ponorogo?

1.4. Tujuan Penulisan
Suatu aktifitas vang dilakukan itu tentunya harus mempunyai tujuan yang
jelas, hal itu sangat diperlukan untuk memberi arahan dalam melangkah sesuai
maksud dari pada dilaksanakannya suatu aktifitas tersebut. Demikian halnya
dengan penelitian ini juga mempunya tujuan tertentu, yang antara lain sebagai
berikut:
1.4.1. Tujuan Umum
Untuk menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisis
penyusun sebagal seorang mahasiswa guna melengkapl persyaratan untuk
mencapai gelar kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember,
khususnya pengetahuan tentang pertanahan.
1.4.2. Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahm konsekuensi hukum bagi pemilik tanah absentee.
2. Untuk mengetahul mekanisme pelaksanaan program landreform terhadap
tanah absentee.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan program landreform terhadap tanah absentee.

1.5 Metodologi

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan
berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi  kekosongan atau
kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa
yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada

masih atau menjadi diragukan kebenarannya.
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Dalam penelitian ini tahap-tahap yang dilakukan oleh penyusun adalah
sebagai berikut:
1.5.1 Pendekatan masalah

Didalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan yaitu
Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pengertian hukum dengan cara pendekatan
terhadap fakta yang ada dilapangan, kemudian dikaji dan di telaah berdasarkan

undang-undang yang berkaitan sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

1.5.2 Sumber Data
a. Sumber Data Utama
Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan
keterangan. vang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dalam hal ini diperoleh
dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian,
peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah. Termasuk dalam data i
adalah arsip, dokumen—dokumen resmi, berbagai literatur yang berhubungan
dengan penelitian.
b. Sumber Data Penunjang
Merupakan sumber data yang langsung di peroleh di lapangan dari para
pihak ‘yang diwawancarai, yaitu responden. Dalam hal ini respondennya adalah
Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan Kepala Desa Simo,

Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
a. Library Research ( Studi Literatur )

Pada penelitian kepustakaan, data diperoleh dengan metode konten
analisis, yaitu teknik untuk membuat gambaran dengan mengidentifikasikan siat-
sifat khusus dan pesan-pesan secara obyektif dan sistimatik. Dengan metode
konten analisis penulis membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku, literatur-
literatur majalah, makalah seminar, dan bahan-bahan Kkajian lain yang

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
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b. Wawancara

Vaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada
pihak-pihak yang di wawancarai (responden). Responden yang diwawancarai
adalah Bapak Sapto Warsi, selaku Kasubsie Pengatiran Penguasaan Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan Bapak Sudarmanto, selaku Kepala Desa
Simo. Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Dengan wawancara model
begini di harapkan akan didapat data yang sesuai dengan permasalahan yang
diteliti dan menutup kemungkinan adanya perluasan pembicaeaan yang tidak

sesuai dengan materi permasalahan yang diteliti.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis data yang kami gunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu
permasalahan yang tidak di dasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas
suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku  yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas. Untuk menarik suatu kesimpulan metode
berfikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode berfikir yang
berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang

bersifat khusus.
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I1. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi i1 unsur
yang diperlukan adalah adanya suatu fakta . Fakta yang penyusun sajikan
merupakan hasil penemuan dilokasi penelitian. Penelitian yang penulis laksanakan
berlokasi di Desa Simo. Kecamatan Slahung. Kabupaten Ponorogo selama 1
bulan. dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2001.
Gambaran umum lokasi penelitian tempat penyusun mengambil studi tentang
pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah sebagai berikut :

Desa Simo merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah
Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Desa Simo  berada diwilayah
Kabupaten Ponorogo bagian selatan. Jarak antara Desa Simo dengan ibukota
Kabupaten Ponorogo adalah + 15 Km. Untuk mencapai lokasi penelitian, dapat
ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi  berupa : angkudes, bus
maupun mobil penumpang umum (MPU). Lokasi wilayah Desa Simo berada
dalam jalur yang menghubungkan antara Ponorogo dengan Pacitan.

Desa Simo berada di wilayah Kecamatan Slahung tepatnya pada wilayah
bagian utara dari Kecamatan Slahung. Kécamatan Slahung memiliki wilayah
dengan jumlah desa sebanyak 22 desa. Batas-batas wilayah Kecamatan Slahung
adalah sebagai berikut :

a  batas sebelah utara : Kecamatan Balong :
b. batas sebelah barat : Kabupaten Pacitan :
¢ batas sebelah selatan : Kecamatan Ngrayun ;
d. batas sebelah timur : Kecamatan Bungkal.
Desa Simo mempunyai luas wilayah 141,605 Ha,. dengan luas wilayah berupa:
a. tanah pertanian : 76,950 Ha
b. tanah darat (pemukiman) : 64,853 Ha.
Desa Simo terbagi kedalam 3 dusun yaitu :

a. Dusun Krajan.
b. Dusun Plumpung.
¢. Dusun Bareng.
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Penduduk yang bermukim di desa Simo berjumlah 3.725 orang. Dengan
perincian jumlah penduduk laki-laki adalah 2.155 orang, sedang jumlah penduduk
perempuan adalah 1.570 orang. Penduduk desa Simo mayoritas
bermatapencaharian sebagai petani. Adapun batas-batas dari desa Simo adalah

sebagai berikut :

a. Batas sebelah utara - desa Gundik dan desa Crabak, Kec. Slahung
b. Batas sebelah barat - desa Galak . Kec. Slahung.

¢ Batas sebelah selatan @ desa Truneng. Kec. Slahung.

d. Batas sebelah timur - desa Kunti dan desa Ketonggo, Kec. Bungkal.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan Kepala Desa Simo, Bapak
Sudarmanto. berkaitan dengan obyek penelitian yaitu pemilikan tanah pertaman
secara absentee yang berada di wilayah desa Simo, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo. Menurut Bapak Kepala Desa. bahwa di wilayah desa Simo
masih terdapat tanah absentee meski dalam jumlah yang relatif kecil. Luas tanah
absentee yang ada dalam wilayah desa Simo adalah 5.8891 Ha, vang dikelola

oleh 13 orang petani penggarap. Dengan perincian sebagai berikut:

4
l‘ No | Lokasi |‘ Luas |\ Petani Penggarap |‘
I ‘ —
| 1 | Dusun Krajan ‘ 28275Ha | 6orang |
i 2 ‘i Dusun Bareng % 1,2331 Ha ‘I 3 orang |
i 3 | Dusun Plumpung } 1.8285 Ha 1 4 orang ‘.
1 | | |
T | | |
" . | | |
| | W - | ‘
Jumlah ! 5.8891 Ha | 13 orang .
b\ | il |

Sumber: Kantor Desa Simo.

Keberadaan tanah absentee tersebut belum tersentuh oleh pemerintah
yaitu melalui program Jandreform, disebabkan karena belum pernah ada
penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai tanah yang merupakan

obyek landreform. Faktor tersebut yang menyebabkan pihak desa yang merupakan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

instansi pemerintahan yang  dekat dengan masyarakat tidak melaporkan
keberadaan tanah absentee di wilayahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten.
Selain itu faktor yang lainnya adalah bahwa permasalahan tanah merupakan
permasalahan yang rawan dan rentan terhadap konflik, hal itu dilakukan untuk
menghindan benturan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu contoh obyek landreform yaitu pemilikan tanah pertanian secara
absentee yang berhasil penyusun dapat data-datanya berlokasi di wilayah dusun
Krajan, Desa Simo. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
N0.35.02.020.016.006.0097.0, tanah tersebut merupakan tanah warisan berupa
tanah hak milik atas nama ( alm ) Ny.Miatun, yang telah meninggal dunia pada
tahun 1982. Ahli waris dari (alm) Ny. Miatun adalah sebagai berikut :

1. (Alm) Sucipto.

2. Sukamto.

3. Ny. Surati,

4. Endang Suprihatin.

Semua ahli waris tersebut diatas tidak bertempat tinggal di desa Simo,
Kecamatan Slahung. Tanah tersebut mempunyai luas 2.534 M2. Sejak pemilik
tanah tersebut yaitu Ny. Miatun meninggal dunia, pengelolaan tanah tersebut
dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya yaitu Ny, Surati, yang bertempat
tinggal di desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tanah
tersebut oleh Ny. Surati di jual secara gadai kepada P. Tulus, yang bertempat

tinggal di desa Simo sejak meninggalnya Ny. Miatun sampai dengan sekarang.
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 33 avat 3 yang berbunyi :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

I~

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, khususnya Pasal 10 ayat (1) vang menyatakan :
Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah
pertanian pada asasnya diwajibkan untuk mengerjakan sendiri secara
aktif dengan mencegah cara-cara pemerasar.

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kepegawaian

4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, kKhususnya :

a. Pasal | huruf'd .
b. Pasal 3.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan
Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah
Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan. Pegawai Negerl.
(Sofyan Effendi, 1984)

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Tanah Absentee ( Guntai ).

Beberapa pengertian tentang tanah absentee menurut definisi dari beberapa
pakar, yaitu :

a. Boedi Harsono menyatakan bahwa
Absentee atau dalam bahasa Sunda Guntai yaitu pemilikan tanah yang
letaknya diluar daerah tempat tinggal yang empunya.( 1997: 349 )

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Tanah absentee adalah tanah atau perkebunan yang pemiliknya bukan

penduduk daerah yang bersangkutan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

¢. 1 Nyoman Budi Jaya, menyatakan :
Tanah absentee adalah tanah yang terletak di luar kecamatan daerah tempat
tinggal pemiliknya.( 1989 :30)

d. Saleh Adiwinata, menyatakan bahwa :
Tanah guntai pertanian adalah pemilikan tanah yang pemiliknya tinggal di
luar kecamatan letak tanahnya. ( 1984 :17)
Dari keempat definisi dapat ditank kesimpulan secara umum bahwa tanah

absentee adalah tanah yang pemiliknya tidak bertempat tinggal di kecamatan

dimana letak tanah itu berada

2.3.2 Latar Belakang Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee.

Negara kita susunan perekonomiannya adalah bersifat agrans yang
menempatkan kedudukan tanah sebagai hal yang utama. Pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusionil Hukum Agraria
Nasional menetapkan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat ™.

Landasan Konstitusionil ini sesuai dengan falsafah Pancasila, Bangsa
Indonesia memandang bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. -
Oleh karena itu tanah harus dipergunakan sesuai dengan fungsi untuk .
meningkatkan kesejahteraan dan tidak dibenarkan sebagai alat spekulasi dan
monopoli.( Imam Soetiknjo, 1990:36)

Tujuan dilarangnya pemilikan tanah secara absentee adalah agar hasil
yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh
masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah
akan bertempat tinggal di daerah penghasil. ( Boedi Harsono, 1997: 350)

Dasar pertimbangan dilarangnya pemilikan tanah pertanian secara absentee

adalah :

a. Sebagai pengejawantahan atau realisasi dari pelaksanaan yang langsung
dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan

bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah
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pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan

sendiri secara aktif ;

b. Sebagai upaya hukum untuk mencegah dan meniadakan terjadinya
penguasaan tanah secara absentee;

¢. Sebagai upaya hukum untuk mencegah kembalinya kemunculan tuan-
tuan tanah baru yang pada umumnya membeli tanah hanya untuk

ditimbun saja. (A. R Halim, 1988:170)

Pentingnya kedudukan tanah tersebut diatas sudah sepantasnya bahwa
bumi,air termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara. Pengertian dan perkataan dikuasai oleh negara adalah memberi
kewenangan atau hak kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari
negara Indonesia. Pemyataan tersebut memberikan penegasan kepada negara
sebagai kekuatan yang mempunyai daya untuk melakukan segala tindakan yang
bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok
Agraria dinyatakan tentang kewenangan dari negara yaitu

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,dan
pemelihaaraan bumi, air, dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan fumlg angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa.

Wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara di bidang agrana ini
segala sesuatunya harus dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.(1. N. Budi Jaya, 1988; 45)

Landreform di Indonesia bukan untuk kepentingan negara saja, tetapi
untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara bersama.
Dalam landreform di Indonesia masih diakuinya adanya hak milik perseorangan
dan hak milik secara bersama, jadi bukan hanya milik negara saja. Salah 1 (satu)
makna dari program landreform di Indonesia adalah larangan terhadap pemilikan

tanah pertanian secara absentee.
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Larangan absenteisme dimaksudkan bahwa tidak diperkenankannya orang
mempunyai tanah pertanian, jika tidak di garap sendiri, artinya dengan tangan
sendiri baik karena ia bertempat tinggal diluar lokasi tanah pertanian tersebut,
ataupun dia sama sekali tidak mengerjakan tanah pertanian tersebut tetapi
menyewakan atau menyuruh orang lain mengerjakannya.( A.P. Parlindungan,
1986: 9)

233 Peristiwa Hukum Terjadinya Pemilikan Tanah Secara Absentee

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat
menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah
ditentukan oleh undang-undang (Soedjono Dirdjosisworo,1999: 130).

Peristiwa hukum yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan hukum
yang mengakibatkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee.  Peristiwa
hukum pemilikan tanah secara absentee ini dapat disebabkan karena beberapa hal,
yaitu :

A Menurut Budi Jaya (1988: 30) peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya
tanah absentee adalah:

1. Seorang pemiéik tanah pertanian yang meninggalkan kecamatan letak
tanahnya berada selama dua tahun berturut-turut.

2. Seseorang memiliki hak atas tanah pertanian yang diperoleh karena
warisan / hibah sedang letak tanah tidak satu kecamatan dengan tempat
tinggal si penerima warisan / hibah.

B. Menurut Halim (1988: 174), peristiwa hukum tersebut adalah:

1. Seorang pemilik tanah yang meninggalkan kecamatan letak tanah selama
dua tahun.

2. Seorang yang memiliki tanah karena warisan / hibah dimana letak tanah
tidak satu kecamatan dengan orang yang menerima warisan / hibah.

3. Pembelian atau penjualan tanah yang menyebabkan terjadinya penguasaan

tanah secara absentee .
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2.3.4 Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee

Di Indonesia pelaksanaan pembagian tanah obyek landreform diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, bahwa tanah-tanah yang dibagikan itu
tidak hanya terbatas pada tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas
maksimum melainkan juga tanah- tanah yang diambil oleh pemerintah karena
pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah. tanah-tanah swapraja dan tanah
bekas swapraja serta tanah-tanah lain yang dikuasai negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara
No. 280 Tahun 1961)-terdapat ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian di
luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya yang dikenal dengan pemilikan tanah
secara absentee (Guntai). Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah tersebut. Pasal 3 ayat 1 menyatakan :

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di-luar kecamatan tempat

letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas

tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau
pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi yang diatur
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961. Dalam pelaksanaannya
menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum dapat mencegah tindakan untuk
memiliki tanah secara absentee, sehingga masih dipandang perlu untuk
disempurnakan yaitu dengaﬁ Peraturan Pemerintah No. 41 'fahun 1964 tentang
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran
terhadap larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil oleh
pemerintah untuk kemudian dibagikan dengan hak milik. Menurut ketentuan
Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 kepada bekas pemilik
diberikan ganti kerugian. Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah mereka
yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama atau alasan
khusus lainnva vang dapat diterima oleh Menteri Agraria (sekarang Menteri

Dalam Negeri),
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111. PEMBAHASAN

3.1 Konsekuensi Hukum Pemilikan Tanah Sacara Absentee

Konsekuensi hukum yang dimaksud di sini adalah suatu akibat hukum
yang harus di pertanggungjawabkan oleh pemilik tanah pertanian secara absentee.
Menurut Dirdjosisworo (1999:131), akibat hukum adalah suatu akibat yang
ditentukan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum
memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang,
sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar dapat
dikenai sanksi.

Akibat. hukum terjadi karena adanya hubungan hukum, hubungan hukum
terjadi disebabkan adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi
adalah adanya larangan pemilikan tanah secara absentee. Peraturan landreform
melarang adanya penguasaan tanah pertanian secara absentee. Penguasaan tanah
secara absentee (guntai) artinya mempunyai tanah yang terletak di luar daerah
kecamatan tempat tinggalnya. Pasal 10 ayat 1 UUPA menyatakan :

Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas tanah

pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya

sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Peristiwa hukum yang mcﬁyebabkan t¢rjad_inya pemilikan tanah secara
absentee dinyatakan dalmﬁ Perafuran Pemen'ﬁlah no. 224 Tahun 1961 jo.
Peraturan Pemerintah Tahun 1964. Adapun peristiwa hukum tersebut adalah
a. Seorang pemilik tanah pertanian yang meninggalkan kecamatan letak

tanahnya berada selama 2 tahun berturut-turut.

b. Seseorang memiliki hak atas tanah pertanian yang diperoleh karena warisan /
hibah sedang letak tanah tidak 1 (satu) kecamatan dengan tempat tinggal
penerima warisan / hibah.

¢. Pembelian / penjualan tanah yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah
secara absentee.(A.R. Halim, 1988: 174)

"y " UL“’”C#

[

[/


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Konsekuensi hukum yang harus dilakukan terhadap peristiwa yang

menyebabkan terjadinya penguasaan / pemilikan tanah secara absentee diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, dalam Pasal 3 :

k:

Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak
tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya
kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke
kecamatan letak tanah tersebut.

Kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah
yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan
tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya
masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut
pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat I1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka jika
pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya ke
luar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, 1a wajib
memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat
tinggal di kecamatan itu.

Ketentuan dalam ayat (1) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka yang
mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatén sebagai
yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang sedang menjalankan tugas
Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya
yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan
pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang
menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada
pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang
ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-Undang No. 56
Prp. Tahun 1960.

Jika kewajiban tersebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini tidak dipenuhi, maka
tanah yang bersangkutan diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-

bagikan menurut Peraturan ini.
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6. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini diben
ganti kerugian menurut ketentuan peraturan ini.

Bagi pegawai negeri dan pejabat militer yang sedang menjalankan tugas
negara, hanya diperkenankan memiliki tanah pertanian di luar kecamatan tempat
tinggalnya, tidak boleh melebihi 2/5 dan batas maksimum pemilikan tanah
didaerah tersebut. Terhadap merecka dikecualikan mengingat selaku petugas
negara yang tentu saja tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri
tempat tinggalnya dan terikat oleh tempat kedudukan dari jabatan.

Pengertian dari Pegawai Negeri tercantum dalam Undang-Undang No. 18
Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 1
ditentukan, bahwa

Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan,

diangkat dan digaji menurut Peraturan Pemenintah yang berlaku dan

dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh Pejabat Negara atau Badan

Negara yang berwenang.

Disamping itu, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun
1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para
Pensiunan Pegawai Negeri , disebutkan adanya beberapa orang yang
dipersamakan, dimana terhadap mereka juga diberlakukan pengecualian terhadap
larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee yang berlaku bagi Pegawai
Negeri, vaitu :

Pensiunan pegawai negeri.

b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak
menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri / bukan pensiunan
pegawai negeri. (A P. Parlindungan, 1991: 39)

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi
vang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pasal 19
menyatakan :
|. Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi

pengembalian tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang

dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2), dipidana dengan hukum kurungan
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selama-lamanya 3 bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.,-
sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti - kerugian.

2. Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya Peraturan
Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

3. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah
pelanggaran.(Sofyan Effendi, 1984 : 82)

Dalam pelaksanaannya ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian
secara absentee menunjukkan bahwa belum dapat mencegah tindakan untuk
memiliki tanah secara absentee. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Peraturan
Pemerintah tersebut memberikan ketentuan tegas sebagai berikut :

Pasal 3a

(1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat
kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun
berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang
berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya
jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwajibkan untuk memindahkan
hak milik atas tanahnya kepada orang lain éyang bertempat tinggal
dikecamatan letak tanah itu.

(2) Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat
atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah
itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang.
maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat
kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya
kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.

Untuk menyikapi tindakan pemilikan tanah secara absentee ada 2 ( dua ) pilihan

bagi pemilik tanah yaitu :

a Memindahkan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain di

kecamatan letak tanah itu berada.
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b. Pemilik tanah absentee tersebut pindah ke kecamatan letak tanah itu berada.
Pindah ke kecamatan letak tanah itu haruslah diartikan bahwa mereka benar-
benar berumah tangga dan menjalankan kehidupan sehari-hari ditempat baru
tersebut, sehingga memungkinkan penggarapan tanah secara efisien. Dengan
demikian belumlah cukup bila seseorang telah mempunyai KTP ditempat baru
tersebut, padahal menurut kenyataannya sehari-hari ia masih tetap berada di
tempat tinggalnya yang lama.( Boedi Harsono, 1997: 350)

Berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dan guna optimalisasi penggunaan
tanah-tanah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo dalam kondisi krisis
sekarang ini sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo lebih berani
mengambil tindakan dalam upaya mempertahankan fungsi tanah. Dan selanjutnya
di gunakan untuk kepentingan ysang lebih utama yaitu kesejahteraan rakyat

dengan melihat kondisi masyarakar sekitar lahan tersebut.

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Landreform terhadap Tanah Absentee.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria merupakan peraturan induk pelaksanaan program landreform di
[ndonesia, telah meletakkan dasar bagi tcrwﬁjudnya asas tanah untuk petani
(Land to The Tiller). Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria
yang menyatakan bahwa pemilik tanah di wajibkan untuk mengerjakan sendir
tanah pertanian miliknya secara aktif Hal ini di lakukan untuk menghindari
terjadinya cara-cara pemerasan dalam mengusahakan dan mengelola tanah
tersebut.(Salgh Adiwinata,1984: 65)

Pelaksanaan dari Pasal 10 tersebut di tuangkan dalam program landreform
yaitu larangan terhadap pemilikan tanah pertanian secara absentee. Untuk
memenuhi harapan itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 224
Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti -
Kerugian. Peraturan tersebut kemudian di sempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan

Pemerintah Tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti-Kerugian. Dalam
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Peraturan Pemerintah tersebut di tegaskan tentang .arangan pemilikan tanah
secara absentee. Sekilas ketentuan sebenarnya tersebut tidak mengurangi
kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang di
punyai, justeru tujuan dari ketentuan tersebut akan memperkuat kedudukan
individu dalam hubungan dengan masyarakat.

Penyelenggaraan program landreform dilakukan berdasarkan kebijakan
dan pedoman umum yang di tetapkan oleh Presiden dengan Keppres No. 55
Tahun 1980, bahwa pelaksanaannya di tugaskan kepada Menteri Dalam Negeri,
Gubernur Kepala Daerah, Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah, Camat dan
Kepala Desa selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Tindak lanjut dari pelaksanaan program Landreform tersebut dikeluarkan
Keppres No.26 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan Keppres tersebut terjadi pelimpahan kewenangan untuk
melaksanakan program landreform pada pusat juga termasuk bidang tugas
DEPUTI bidang Pengaturan, Penguasaan, dan Penatagunaan Tanah di daerah di
tugaskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten / Kotamadya.

Adapun penyelenggaraan landreform dilaksanakan dengan tahap-tahap

sebagai berikut: _
a. Tahap inventarisasi/ penelitian dan pendaftaran obyek landreform.
b. Tahap penetapan bagian-bagian tanah yang terkena ketentuan landreform.
¢. Tahap penguasaan tanah obyek landreform oleh negara.
d. Tahap pemberian ijin menggarap.

e. Tahap pengusulan redistribusi dan penetapan ganti kerugian.
Tahap pemberian surat keputusan redistribusi.
g. Tahap pelunasan ganti rugi.
h. Tahap pembinaan.
Pelaksanaan inventarisasi/penelitian obyek landreform dilakukan oleh
Bupati/Walikotamadya  ¢.q. Seksi Landreform  Kantor  Petanahan
Kabupaten/Kotamadya dibantu oleh petugas landreform kecamatan dan desa

setelah diadakan inventarisasi dan pendaftaran obyek landreform dilakukan
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penetapan bagian-bagian tanah dan dicatat siapa penggarapnya. Tujuan

inventarisasi ini adalah untuk mengetahui subyek dan obyek tanah absentee

tersebut. Subyek yang di maksud disini adalah:

a. Pemilik tanah absentee.

b. Petani penggarap.

Sedang obyek yang dimaksud adalah:

a. Luas tanah.

b. Batas-batas tanah.

¢. Sejarah kepemilikan tanah.( Hasil wawancara dengan Bapak Sapto Warsi,
Kasubsie P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo)

Setelah tanah-tanah yang dinyatakan sebagai obyek landreform di kuasai
oleh negara, Bupati/Walikotamadya mengeluarkan Surat 1jin Menggarap (SIM)
kepada para penggarap dan mereka diwajibkan membayar uang sewa. Selambat-
lambatnya dua tahun setelah SIM di keluarkan oleh Bupati/Walikotamadya
mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria
Propinsi agar tanah-tanah tersebut diberikan dengan hak milik dan sekaligus
ditetapkan berapa besar ganti ruginya.

Penarikan uang sewa dan ganti rugi dibebankan kepada Camat dan Kepala
Desa yang selanjutnya uang tersebut disimpan dalam Bank Rakyat Indonesia
cabang setempat atas nama rekening Yayasan Dana Landreform. Berdasarkan
usulan Bupati/Walikotamadya, Gubernur Kepala Daerah cq. Direktorat Agraria
mengeluarkan ~ Surat  Keputusan untuk pemberian hak milik. Sebelum
mendapatkan hak milik setiap calon penerima harus betul-betul memenuhi syarat
yang telah ditetapkan oleh suatu peraturan.

Syarat umum yang harus dipenuhi oleh petani penggarap untuk
memperoleh hak milik atas tanah obyek landreform adalah:

a. Warga negara Indonesia.
b. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah tersebut.

¢. Kuat kerja dalam pertanian.
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Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi adalah:

a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.

b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah, yang mengerjakan tanah yang
bersangkutan.

c. Pekerja tetap pada pemilik tanah yang bersangkutan.

d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan.

e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik.

f  Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 hektar.

g. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0.5 hektar.

Bagi petani yang termasuk dalam golongan a, b, e. dan g. telah mengerjakan

tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun brturut-turut; bagi petani

yang masuk golongan d telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut.

Bagi pekerja tetap yang masuk golongan c, telah bekerja pada bekas pemilik

selama 3 tahun berturut-turut. Adanya syarat-syarat ini dilakukan untuk

menghindari pemberian hak milik yang salah, yang sebenamya bukan orang yang

berhak. Sebelum pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan pasal 8

PP No.224 tahun 1961 maka petani yang berhak mendapatkan hak milik

diwajiban membayér uang sewa sebesar 1/3 dari hasil panen atau uang senilai

itu. Setelah itu tanah-tanah tersebut diredistribusikan kepada petani.(Boedi

Harsono, 1997: 375)

Pemberian hak milik tersebut juga disertai kewajiban-kewajiban seperti
tanah-tanah tersebut dikerjakan atau diusahakan sendiri oleh pemiliknya sendiri
secara aktif, setelah dua tahun sejak di berikan hak milik setiap tahunnya harus
dicapai kenaikan hasil pertanian sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian
Daerah dan harus menjadi anggota koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 17
PP No. 224 tahun 1961

Tahapan terakhir dari program landreform adalah tahap pembinaan yang
bertujuan untuk membantu para petam agar dapat mengembangkan keahliannya
guna meningkatkan taraf hidup yang layak. Pembinaan terhadap para petani

penerima tanah obyek landreform pelaksanaannya dapat ditangani sendiri oleh
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Departemen Dalam Negeri c.q. Dirjen Agraria, tapi ada pula yang harus ditangani

secara bersama-sama dengan departemen yang lain.

3.3 Pelaksanaan dan Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan
Program Landreform Terhadap Tanah Absentee di Kabupaten
Ponorogo

Program landreform  mulai digulirkan oleh  pemerintah sejak
diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang sering disebut dengan
UUPA pada tanggal 24 September 1961. Kemudian ditindak lanjuti dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Selama kurun waktu 40 tahun pelaksanaan
landreform pada umumnya (terhadap pemilikan tanah absentee) belum
memperoleh hasil yang maksimal. Keberhasilan yang dimaksud bukan hanya
dilihat dari luas tanah absentee yang telah berhasil diredistribusikan kepada petani
penggarap, tetapi munculnya tanah absentee yang sifatnya baru merupakan
indikasi bahwa program landreform belum dilaksanakan secara maksimal.
Seolah-olah program tersebut berhenti ditengah jalan dan tidak ada tindak
lanjutnya dari pemerintah.

Padajl awal-awal tahun sejak di berlakukannya UUPA pelaksanaan program
landreform -dijalankan oleh pemerintah, sampai ketingkat daerah. Pelaksanaan
program sudah berjalan dengan baik namun belum mencapai hasil maksimal,
karena masih banyak terdapat tanah-tanah obyek landreform yang belum di
tangani. Berdasarkan data-data yang penyusun peroleh dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo dan hasil wawancara dengan Bpk. Sapto Warsi, sélaku
Kasubsie Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kamtor Pertanaham Kabupaten
Ponorogo, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan
program landreform terhadap tanah absentee seluas 92,1331 Ha yang
diredistribusikan kepada 482 orang petani penggarap. Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo pemah melaksanakan program landreform adalah pada
bulan Desember 1964, tanah yang berhasil diredistrinusikan seluas 8.7040 Ha.

Tanah tersebut dibagikan kepada 42 orang petani penggarap.
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Pelaksanaan Redistribusi Tanah Absentee

No Kegiatan Luas Tanah Absentee Penggarap
1 | Tanah obyek landreform | 92,1331 Ha ‘ 482
> | Di-redistribusikan | 921331Ha | 482 ‘
a. bersertifikat \ - j 276 ]
1 ] : | 206 1

L b. belum bersertifikat

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

Dari keseluruhan tanah absentee yang telah diredistribusikan, sampal
dengan bulan Juni 2001, baru 276 orang petani penggarap yang telah memiliki
sertifikat, sedang sisanya 206 orang ptani belum memegang sertifikat. Mengenai
status tanah yang belum mendapatkan sertifikat hak milik menjadi tanah
negara.

Banyak hambatan dan kendala yang menghalangi pelaksanaan program
landreform terhadap pemilikan tanah secara absentee di wilayah kabupaten
Ponorogo ini tidak ada kelanjutannya, meski dalam kenyataannya masih ada
pemilikan tanah absentee. Berhentinya program landreform terhadap tanah
absentee di Kabupaten Ponorogo berdasarkan penjelasan dari Bpk. Sapto Warsi,
selak:u Kasubsie P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, disebabkan oleh
faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor kaidah hukum.

Kaidah hukum yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah secara
absentee adalah Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 jo. Peraturan
Pemeritah No. 41 Tahun 1964. Dari peraturan tersebut terdapat kelemahan yang
harus segera di sempurnakan dan di benahi untuk disesuaikan dengan situasi dan
kondisi pada saat ini. Karena kelemahan-kelemahan tersebut dapat di manfaatkan
oleh orang-orang yang mengetahui kelemahan dari peraturan tersebut.
Kelemahan tersebut dapat di contohkan sebagai berikut:

1. Tentang batasan pemilikan tanah absentee, menurut PP no. 224 tahun

1961 bahwa orang-orang yang bertempat tinggal di kecamatan yang
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berbatasan dengan kecamatan letak tanah diperbolehkan untuk memiliki

tanah secara absentee. Akan tetapi dengan kemajuan tekonologi terutama

di bidang transportasi meskipun letak tanah tesebut bukan di kecamatan

yang berbatasan secara langsung dengan kecamatan tempat tinggal

pemilik tanah, ia dapat mengerjakan tanahnya secara aktif. Berdasarkan
kenyataan tersebut batasan wilayah bukan lagi kecamatan karena ruang
lingkupnya terlalu sempit.

2. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan tersebut. Karena
sanksi yang diberikan belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap
masyarakat, sehingga peraturan tersebut tidak dapat mencegah timbulnya
pemilikan tanah absentee yang sifatnya baru.

b. Faktor dana.

Untuk mempermudah dan memperlancar pembiayaan pelaksanaan
program landreform, Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 (pasal 16)
mewajibkan di bentuknya suatu yayasan yang berkedudukan sebagai badan
hukum dengan nama Yayasan Dana Landreform. Yayasan Dana Landreform di
bentuk pada tanggal 25 Agustus 1961. Namun pada tahun 1992 kegiatan
Yayasan Dana Landreform di bekukan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasiénal Nomor 1 Tahun 1992. Untuk selanjutnya pembiayaan
program Landreform di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

Beralihnya pembiayaan Landreform tersebut telah membatasi jumlah
dana yang digunakan untuk melaksanakan program Landreform. Dengan
minimnya jumlah dana tersebut secara otomatis menghambat pelaksanaan
program landreform terutama terhadap pemilikan tanah absentee.
c¢. Faktor politik.

Pendaftaran tanah bertujuan unutk memberikan suatu kepastian hukum
bagi pemilik hak atas tanah.Kepastian hukum ini meliputi:

1. Kepastian mengenai orang / badan hukum yang menjadi pemegang hak,

disebut kepastian subyek hak.
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2. Kepastian mengenai letak, batas-batas dan luas tanah, di sebut kepastian
obyek hak.

Salah satu alat untuk membuktikan suatu kepastian hukum sebagai subyek
hak adalah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akan tetapi pada saat ini orang
dapat dengan mudah untuk mendapat KTP dari suatu daerah, apalagi orang yang
mempunyai kekuasaan atau jabatan tinggi di daerah tersebut. Dengan modal KTP
terbut ia dapat membeli atau menguasai tanah dimana ia suka terutama didaerah
tempat ia berkuasa. Menghadapi kemyataan itu BPN tidak dapat mencegah
karena posisi BPN yang merupakan aparat pelaksana, dimana diatasnya masih
ada suatu kekuatan yang lebih kuat.

d. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat.

Masyarakat pada umumnya tidak menvadari bahwa tindakannya tersebut
melanggar ketentuan tentang program landreform terutama tentang tanah
absentee. Hal itu dapat di sebabkan karena:

1. Kurangnya penyuluhan dari pemerintah mengenai program landreform.

2. Masyarakat tergiur oleh nilai jual tanah yang tinggi tanpa memperdulikan
apakah tindakannya tersebut melanggar / tidak terhadap ketentuan dari
undang-undang.

Faktor-faktor it!-ulah yang menyebabkan pelaksanaan program Landreform
terhadap tanah absentee di Kabupaten Ponorogo tidak dapat berjalan dengan baik.
Sehingga sampai saat ini pemilikan tanah absentee di Kabupaten Ponorogo masih

banyak di jumpai, terutama di daerah-daerah pedesaan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil suatu

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Konsekuensi hukum bagi pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah
suatu akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik tanah
absentee. Akibat tersebut disebabkan adanya pelanggaran terhadap pemilikan
tanah secara absentee. Bagi pemilik tanah pertanian secara absentee
konsckuensi hukum yang harus dilakukan adalah memindahkan /
mengalihkan hak milik atas tanahnya kepeda orang Yyang tinggal di
kecamatan tempat letak tanah atau pemilik tanah pindah ke kecamatan letak
tanah itu berada.

Mekanisme pelaksanaan program landreform khususnya terrhadap tanah
absentee dilakukan melalui beberapa tahapan yang berpedoman dan berpijak
pada Keppres No.55 tahun 1980. Keppres tersebut kemudian di tindak lanjuti
dengan Keppres No. 26 tahun 1988.

Pelaksanaan program landreform terhadap tanah absentee telah
dilaksanakanoleh Badan Pcnanah%m Nasional Kabupaten Ponorogo. BPN
Ponorogo ielah meredistribusikan tanah absentee seluas 92,1331 Ha kepada
482 petani penggarap, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal itu
di tandai dengan masih terdapat pemilikan tanah absentee di wilayah
Kabupaten Ponorogo. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program
landreform tanah absentee adalah: hukum, dana, politik, dan kurangnya

kesadaran dari masyarakat.

4.2 Saran

|. Agar peraturan pelaksana mengenai larangan pemilikan tanah secara

absentee dapat berlaku secara efektif dan dapat sesuai dengan yang
diharapkan, maka salah satu cara adalah diadakan penyuluhan hukum

tentang larangan pemilikan tanah secara absentee secara kontinyu dan

28
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berkesinambungan pada masyarakat pada umumnya, Khususnya pada
masyarakat petani.

Meninjau peraturan yang sekiranya ketinggalan jaman dan tidak efektif,
sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya
dibidang transpotasi.

Pemerintah harus memberikan tambahan dana untuk program landreform,
karena dana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap jalannya

progranm landreform khususnya terhadap pemilikan tanah secara absentee.
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Leampiran I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

71. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 681 21
& (0331) 335462 — 330482 Fax. 3304382 '

Nomor 28 /325.1.1/PP.9/20Q Jemberi® September 200
Lampiran =

Perihal : KONSULTASI

YVth.Kepale /-
20100050
At -
Ponorog o

Loy Hodan lertanshan Masional

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama 1ni dengan horimat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa -

Nama - Anang Vendy Supraptono

NTM .67 = 183

Program : S 1 Umu Hukum

Alamat . J1y Bengka I/5 Jemder

Keperluan @ Konsultasi mengenai masalah % Pemiliian toneh Absented

ast-lah derlalunya UU Moed Tahun 1960 ( Studi di
sa Simoy ‘@cs Slahung, Kahe onorogo ) Py

Hasil F

Atr

Ar.
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Tampiran I1

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN

DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Jalan Aloon - Aloon Utara No. 6 @& (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 6341

SURAT KETERANGAN
Nomor: 072/ 394  /417.53/20001

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / Research oleh :

Nama Penanggung jawab : ANANG VENDY SUPRAPTONO

Alamat : MHS FAK,HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
J1, Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Jember

" PEMILIKAN TANAH ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA

Thema / Acara Survey / Research

Daerah / Tempat dilakukan : UU NO.5 TH 1960.
Survey / Research . Di Wilayah Kecamatan Slahung Desa Simo Ponorogp
Lamanya survey / Research -1 ( Satu ) bulan terhitung surat ini dikeluarka

Pengikut / Peserta Survey / Research

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatanganny:
kepada Camat Kepala Wilayah setempat ;

2~ Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah setempat ;

3. Menjaga tata tertib, Keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan bail
dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama
Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan di luar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapka
sebagai tersebut di atas :

5. Setelah berakhimy~
Pemerintah seter
survey / rese?

6. Dalam jar
tentang
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Tempiron IIX
PEMERINTAH KABUPATEN 'PONOROGO
CAMAT SLAHUNG

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 109 Telepon 371302
SLAHUNG 63463

Nomor :
8ifat :
Lampirean s
Perdihal

TEMBUSAN:

Slahung, ©O1 Oktober 2001

072/ 45 f4176411/2001 Kepada:

Penting Yth, 5dr, Kepala Desa Simo
- e

Pelaksanaen Survey / SIMO
Regearch g

Bardesarken Surat Kepala Badan Kesatusn Bangsa Ferlindungan
dan Keteriiban-Masyarekat Kabupaten Ponorogo, tanggal 28 September
2001 Nomor t§ 072/394/417.53/2001 Perihal Surat Keterangan survey/
Research tenteng Pemilikan Tenah Absentee setelah berlakunya UU
Noe5 Tahun 1960, maka hersans ini kami beritahukan dengan hormat
bahwe di Desa Saudare akon dilaksanakan Survey/Research tersebut
ai stag selsma 1 ( satu ) bulan terhitung Suret inl dikeluarken =
dengen penanggung jewab S8dr. ANANG VENDY SUPRAPTONO sebagei Maha -
giswa Pakvltas Hukum Universiias Jembeys

Untuk itu diminta bantuan geudare untuk memberikan kemudahan
serta ketersngan yang dapat dipertanggung jewabkan untuk pelakeans
nean survey / Research dimaksud.

Demikian untuk menjedikan perhatian.

Yth, Kepala Badan Kesatuan Bangse

Perlindungan dan Kebertiban NIP. 010 056 073
Magyarakat Kab, Ponorogoes

L e i s 2 A
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Lappirsn IV
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SLAHUNG
KANTOR KEPALA DESA SIMO

JALAN KI BENDOROTO NO.25

Nomor - 470/48/417.72/03.16/X/2001 Ponorogo, 31 Oktober 2001
Lampiran
Perihal . Surat Keterangan

Yang bertanda tangan ini kami, Kepala Desa Simo menerangkan bahwa :

Nama - Anang Vendy Supraptono
NIM. : 970710101183

Fakultas - Hukum

Universitas © Universitas Jember
Alamat - J1. Bangkal/5 Jember.

Telah melaksanakan penelitian yang di selenggarakan pada tanggal | Okiober sampai
dengan 31 Oktober 2001, tentang :
Pemilikan Tanah Absentee Setelah Berlakunya Undang-Undang™  Nomor 5
Tahun 1960. (Studi di Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten
Ponorogo).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.
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Lem=iren V

BADAN PERTANAHAN/NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO
JI. Ir. H. JUANDA No. 16 Telp. (0352) 81172
PONOROGO

—_—

SURAT -KETER NG
Nomor : Ket/57/X /2001

Ymgbertandatangmdibawahmi KepalaKmnorPemnathabupaten
Ponorogo ; dengan ini menerangkan bahwa :

Nama - ANANG VENDI SUPRAPTONO
NIM : 97.183
Fakultas : Hukum

Universitas  : Universitas Jember

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaien Ponorogo,
khususnya Scksi Pengaturan Penguasaan Tanah tentang : PEMILIKAN TANAH
ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960.

Penclitian tersebut dilaksanakan sejak tanggal : 01 Oktober 2001 sampai selesai .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan scbagaimana
mestinya.

Ponorogo, tgl. 16 - 10 - 2001

Pit. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
" KABUPATEN PONOROGO

;
¥

. 4 SOETOMO,B.Sc
NIP. 010 039 059
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am~iron Y1

DAFTAR NAMA PEMILIK DAN PENGGARAP TANAH ABSENTEE
DI DESA SIMO, KECAMATAN SLAHUNG, KABUPATEN PONOROGO
i ]
No | Nama Pemilik Tanah Lokasi Tanah | Luas Tanah Petani }
i ~ L 1 NNy, | Pegestip |
1 |B. Miatun Ten.Krajan| 0,2534 Ha| P, Tulus |
2 |P. VWaidjan 1,3257 Ha| a.P,Yahudil ,
b.F.Jemiran|
3 P, Momo Dikromo 1,0791 Ha a,.P, Yahysa !
b.P.Sukarno‘
k 4 |B., Siti Aminah 0,4227 Ha| P.Jemikan \
| 5 B Suprapti Dsn.Bareng| 0,3752 He|P. Boiran i
| 6 |P, Kesimun 0,4230 Ha|F, Seni |
* 7 [P, Mesiran 0,4349 Ha| P.Somingan
8 [P, Lamijan Dsn. 0,3164 Ha|P. Semin |
Plumpung %
9 |p., Hadi Siswanto 1,2772 Ha|F.Sutrumo
P,Tambir
10 [P. Abdulah 0,23%49 Ha|P. Jiono

|

\l
|
1
!
|
|
|
3

Sumber- Kantor Desa Simo dan hasil interview di lapangan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e e,

pesa Crabak

\\\\\\‘\) |

-i PéTA DC&A 7IMO Iemniren VII

. by = = S

Desa Gundik,

\\\ l&\\\

SR \
\ .'\”V \ \ .
VAN ‘\‘

AA

..o .

: A\

- o E =~_ i e
23 Thesascahaemen|
._\.L\_\.‘} \ \

o ! RN L

*  wketerangan :

= Jalan pesa
wsa Songai /irigast

= :0am /pengatoran ai r
* Sewolahar
- AA * Pumah Doeacald
\'
\.
u —
/

g U,;"..:-i.]ﬂ Perpustakaal
,@ PHIVERSITAS JEMBER



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR . - ¢

KANTOR PELAYANAN PBB MADIUN

~ SURAT rzuﬁmmﬁ'umﬁﬁméﬁﬁuue
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
=5, O2. o20. Oidb. DoeE—0097. (]

Lemniran

NPWP :

yIIT

2001 FPEDESAATM

11130251 MANZMT 503

=50010

Mengetahuil
a Desa Simo

NO. SPPT(NOP) :
LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
[>sid KRAJAM D 21 MIATUMN
RT o0o RW oo DSH HRAJAM
4 1m0 RT ooz W o1
Sl aHUMNG sIrMQ
pAB. POMOROGO KAS. PONOROGO
NJOP (Rp)
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS PER M2 JUMLAH
B = =34 A39 =, 00C 12, £70. 000
B AMGUMAR o) ¢ o
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 12 670. Q00
| NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajzkl = @
a NJOP untuk penghitungan PBB = ‘ 12. &70. 000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 20H = 12. &70. 0CQ z. 524, 000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terulang = 0, 5% 2. 534. 000 12. &70
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (m 12. 670
bUA BELAS RIBU EMAM RATUS TUJ PULUH RUPIZH
TGL. JATUH TEMPO 31 DKET 2001 MADIUN . 29 JAai 2001
TEMPAT PEMBAYARAN
ZRI UMIT SLAHUNG
L RAYA POMOROGO-PACITAM 107
SPPT DAN STTS PBB
% | BUKAN MERUPAKAN BUKT! PEMILIKAN HAK
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